PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

’) 3 medane 4639
Jin Pendopo Tegalkalong No 19 Telp Fax (0261) 206377 Sumedang 49321

SURAT KEPUTESAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR - 31T 2024
TENTANG

PEMBERIAN UIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Menimbang © 3. bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidiran Nonformal dberian
kepada masyarakat seluas-luasnys sebagar wuud partivpzn & bdang
pendidikan;

b. bahwa untuk mendorong minzt masyarakzt  berpartinipay dzlam
penyelenggarazn Pendidikan MNonformal/{esetarazn yang duelenggarzian
masyarakat tersebut yang perkembangannyz tetzp memperhatiean
kebutuhan masyarakat dan kebutuhan duniz uszhz/industri makz perly
diberikan pelayanan yang bersifzt pembinazn dan pengembzrgzn melziu
pendaftaran perizinan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal,

¢.  bahwa sehubungan dengan huruf a dzn b di atas mzkz untuk membinz
kegiatan di bidang Pendidikan Nonformal di wilayah «zbupzten
Sumedang, dipandang perlu menetzpkan Keputusan Kepzlz Dinzs
Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian izn
Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301,
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelavanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038),

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipl
Negara(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494),

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587), sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tzhun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemenntah
Nomor 19 Tabun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan Pemerintah (PP)
No 4 tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
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13 Permendikbud No Bl temtang Pendinan  Satuan  Pendudiean
Nontormal,

14 Peraturan  Dacrah  Nomor 7 Tahun 2019 1entany Peryelenggaran
Pendidiban Dacrah Kabupaten Sumedang,

15 Peraturan Daerah No 17 twahun 2021 tentang Persbaias a0
Peraturan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor |1 Tabun 26
tentang Pembentuban  Organsast Dan Sesunan Perampax
Daerah Kabupaten Sumedang,

16 Peraturan Dacrah Nomor § Tahun 2017 tentang | ruan Tugas
Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedanyg.

17 Peraturan Bupati  Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Temtany
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsu dan Tea Kera
Perangkat Daerah

Memperhatikan a4 Surat Permohonan [2in Operasional Pendinan PKEBM BINA
NUSANTARA  Nomor O2PH/PKBM-MTR 1L 202
Tanggal 18 February 2024

b Surat Rckomendasi Ijin Operasional Pendinan PREM BINA
NUSANTARA dan  Pemhik  Dikmas  Jdeagen  Noows

B/400 3 3 172152D1sdik/V/2024 Penhal Pembenan Rekomendas
ljin Pendinan PKBM BINA NUSANTARA Tanggal 30 Apal 2004
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MEMUTUSKAN

Menetaphan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang  tentang
Pembenian  ljin - Penyelenggarman  Pendidikan  Nonformal yany
Diselenggarakan Masyarakat

PERTAMA © Memben ljin Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal kepada 1 embaga
PKBM yang diselenggarakan masyarkat
Nama Lembaga o PKBM BINA NUSANTARA
Alamat Dsn Sukanyimu Rt 05 Rw 01 Desa Subajad
Kecamatan Wado - Sumedang
Jems Pendidikan Pendidikan  Kesctaraan, Keaksaraan, Taman
Bacaan Masyarakat, PKK dan PKW
Pemimpin DEDE SUHENDAR
KEDUA ©lain Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung

mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Me1 2027

KETIGA © 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan
masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi
sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
di tentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model
yang ditentukan;

4. Wajib mengajukan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum izin ini berakhir.

Ditetapkan di ~ :  Sumedang
. Poda tanggal ;2 Mei2024

—
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'Dr, DIAN SUKMARA, M.Pd
Pembina Utama Muda, 1V/¢
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;

2. Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Nonfonmal dan Informal di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pedidikan Provinsi Jawa Barat;

4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;

5. Yth. Asisten Pembangunan;
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